WALI NAGARI MANGGILANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI MANGGILANG
NOMOR Ol TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MANGGILANG

henimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan
penyelenggaraan  pemerintahan nagari manggilang,
pelaksanaan pembangunan setiap tahun anggaran
sekaligus sebagai sarana pengawasan seluruh kegiatan
pemerintah nagari manggilang perlu disusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari;

3

_bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana

Anggaran Pend dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh Wali
Nagari dan  dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Nagari, perlu ditetapkan menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2022;

o

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan
dengan suatu Peraturan Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan ~Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

IS

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5049);

w

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
P 1kan Peraturan Per g-Und: (Lembaran
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Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentul:an
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keunangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapm Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Ncmor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahur 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembzran Negarit
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan  Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
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Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun

2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

11.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12.Peraturan Menteri Dalam Nege:i Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1412);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2008 tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2008 Nomor 1};

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor |
Tahun 2018 ntang Pemerintahan Nagari Mang ilang
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kot

Tahun
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2018 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabuvaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Teatang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daei
Kabupaten Lima Fuluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

ah

21.Peraturar Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018  Nomor
152);

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2021
Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 80);

23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 81);

24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 Nomor 93);

25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Pengalokasikan Dana Pembagian Alokasi Dana
Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran
2022(Brita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2022 Nomor 3)

26. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-
Nagari) Tahun 2016-2022 (Lembaran Nagari Manggilang
Tahun 2022 Nomor 3);

27. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari
Manggilang Tahun 2019 Nomor 4);

28. Peraturan Nagari Manggilang Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022
(Lembaran N: vanggilang Tahun 2022 Nomor §).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MANGGILANG

an
WALI NAGARI MANGGILANG
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MEMUTUSKAN :
Mﬁnlllpkln + PERATURAN NAGAR! TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2022
Pusal 1
Anggaran Pendapatan dan Be
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagarl Rp.

lanja Negari Tahun Anggaran 2022 deagan perincian

2.001.820.375,-
2. Belanja Nagarl

Surplus/(Defisit) Rp. 0,
3. Pembiayaan Nagari
. Penerimaan Pembiayaan Rp. 138.530.889,-
b.  Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.
Sclisih Pembiayaan (a - b Rp. 138.530.889,-
/4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 138.530.889,-
Pasal 2
Uraian

lebih lanjut mengenai Anggarar  Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai land, i lak 1 APB
Nagari.

Pasal 4

(1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pend: kegiatan sebagais di pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Nagari dapat lak kegiatan bencana,

keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

dalam r Nagari tentang perubahan
APB Nagari.

4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemenntah nagari;
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d. memiliki dampule yang signifikan terhadap anggaran dalam ranglka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

¢, berskala lokal nagari.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :

a, penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun

berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek

belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan
perutahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan
memberitahukannya kepada Bamus Nagari.
Pasal 6
Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Manggilang

Ditetapkan di Manggilang
04 Februari 2022
I MANGGILANG

Diundangkan di Manggileng
Pada Tanggal 04 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI MANGGILANG

NURTATI
LEMBARAN NAGARI MANGGILANG TAHUN 2022 NOMOR 1
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